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ABSTRAK

Menjual hasil pertanian singkong dengan sistem di hitung
perpohon dimana objek yang dijual masih ternanam di dalam tanah
secara keseluruhan pihak penjual maupun pembeli tidak bisa
mengetahui secara pasti bagaimana kondisi kualitas dan kuantitas
objek yang dijual. Singkong yang sudah dipanen tidak sesuai harga
yang dibayar oleh pembeli misalkan hasil panen berisi banyak dan
besar-besar maka akan menguntungkan pembeli, tetapi jika hasil
panen lebih sedikit dan berukuran kecil maka pembeli akan merugi.
Kerugian ini bisa ditaksir hingga Rp.200.000 tergantung ada berapa
banyak pohon singkong yang ada dilahan, misalkan dilahan ada 300
pohon singkong yang di hargai Rp.4000 perpohon jumlah
keseluruhan adalah Rp.1200.000 tetapi hanya dibayar Rp.1000.000
pekebun tidak mampu menjual langsung hasil panen langsung ke
pabrik maka petani menjualnya kepada pemborong. Dalam transaksi
ini tindakan pemborong memudahkan pekebun untuk menjual
singkong secara langsung dari lahan kebun, pekebun tidak perlu
mengeluarkan biaya transportasi dan biaya pemanenan karena sudah
ditanggung oleh pemborong.

Adapun permasalah dalam penelitian ini pertama bagaimana
praktik jual beli singkong dengan sistem di hitung perpohon di Desa
Mekarmukti Lampung Timur? Kedua bagaimana tinjauan Hukum
Islam tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem dihitung
perpohon di Desa Mekarmukti Lampung Timur? Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk untuk meneliti dan mengetahui praktek
jual belisingkong dengan sistem dihitung perpohon di Desa
Mekarmukti Lampung Timur. Untuk mengetahui tinjauan hukum
Islam tentang.-sistem jual beli singkong dihitung perpohon di Desa
Mekarmukti Lampung Timur.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
yang bersifat deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dengan
cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan metode
pengolah data yaitu pemeriksaan data, penandaan data, sistematika
data, dengan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis
yaitu dengan menggambarkan seluruh aspek penelitian yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli
singkong di Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten
Lampung Timur prosesnya calon pembeli dengan cara menghitung
jumlah pohon singkong yang didasarkan pada ukuran lahan kebun
singkong dan beberapa sampel lalu menjumlahkannya dan
memberikan penawaran harga pada pekebun singkong. Jika ditinjau



dari hukum Islam jual beli singkong dengan sistem di hitung
perpohon sudah sesuai dengan aturan-aturan jual beli Islam karena
lebih banyak sisi positif dibanding negatifnya, ditinjau dari rukun
dan syarat jual beli praktiknya tersebut sudah memenuhi syarat dan
rukun jual beli yang berlaku dalam Islam. Berdasarkan beberapa
pendapat para ulama masih tergolong dalam gharar yang ringan
yang tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga
dikecualikan dari hukum asal gharar.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287];
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

(QS. An-Nisaa : 29)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal mengenai permasalahan
dalam judul skripsi ini, untuk terlebih dahulu akan
dijelaskan pengertian judul guna mendapatkan informasi
dan gambaran secara jelas serta agar tidak menimbulkan
kesalahpahaman dan kekeliruan serta dapat memudahkan
dalam memahami skripsi ini. Maka perlu diuraikan
beberapa istilah-istilah dalam judul skripsi ini.

Adapun judul dalam skripsi ini adalah “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Singkong Dihitung
Perpohon (Studi Kasus Di Desa Mekar Mukti Kecamatan
Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” Judul ini terdiri
dari beberapa istilah, yaitu sebagai berikut :

Hukum Islam adalah pandangan, pendapat,
(menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya)
pengetahuan tentang hukum hukum syariat Islam yang
meliputi perbuatan manusia diambil dari dalil-dalil secara
terperinci. *

Jual Beli adalah suatu kesepakatan antar perorangan
untuk menyerahkan suatu barang atau benda dengan pihak
lain yang membayar harga yang telah disepakati bersama.’

Singkong adalah ubi kayu yang merupakan akar dari
pohon dengan fisik rata bergaris tengah dan panjang 50-
80cm.

Berdasarkan uraian dari beberapa istilah, bahwa
yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk
memberikan kajian, pengamatan, analisa secara lebih dalam
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam
skripsi ini yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam tentang

! Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1996), 2.

2 Dimyauddin Duwaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar 2008), 69.



Sistem Jual Beli Singkong Dihitung Perpohon (studi kasus
di Desa Mekar Mukti kecamatan Sekampung kabupaten
Lampung Timur).

B. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia pada saat ini tidak jauh dari jual
beli bahkan sudah ada sejak dulu. Jual beli merupakan
transaksi yang dilakukan Rasulullah Shallallhu ‘alaihi Wa
Sallam semasa hidupnya beliau mengajarkan jual beli yang
jujur, menyukai dengan syarat yang sesuai dengan syariat
dan hukum yang sah. Tidak semua manusia memiliki
kebutuhan yang dia butuhkan sehingga perlu jual beli dalam
hal ini, biasanya orang akan saling tolong menolong untuk
memnuhi  kebutuhan masing-masing. * Ajaran Islam
memberikan pedoman untuk melaksanakan jual beli sesama
manusia agar saling tolong-menolong dalam melakukan
kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam keburukan.
Anjuran jual beli yang baik menurut syariat sebagaimana
dijelaskan dalam QS. An-nisa ayat 29 yang berbunyi:
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta dengan cara yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara
kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu,
Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mu”.*

® Abdul Ramhan Gazali, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 67
* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya,
(Jakarta: CV Naladana 2004), 58.
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Ayat tersebut menjelaskan adanya larangan
memakan harta dengan cara yang batil serta membolehkan
kegiatan perniagaan atau yang lebih dikenal dengan
perdagangan dengan syarat suka sama suka, sukarela dan
saling ridho diantara kedua belah pihak yang melakukan
transaksi jual beli. Kejujuran, kepercayaan dan kerelaan
menjadi prinsip dasar untuk menjalankan transaksi jual beli
yang benar menurut norma-norma Islam.”> Menurut norma
dan syariat Islam jual beli terdapat berbagai macam bentuk
jual beli diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual
beli yang diperbolehkan. Tentu saja jual beli yang
diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai dengan syariat
dan ketentuan Islam contohnya murabahah dan lain
sebagainya, sedangkan jual beli yang dilarang adalah jual
beli yang mengandung unsur gharar termasuk jual beli
samar-samar atau jual beli borongan tanpa diketahui bentuk
jumlah dan takarannya.

Kesibukan manusia pada saat ini dapat mengambil
jalan praktis dengan jual beli sehingga akan memudahkan
keraguan keabsahan jual beli dalam syariat Islam. Sama
halnya dengan transaksi jual beli singkong yang di lakukan
di Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten
Lampung Timur yaitu ketika pembeli singkong membeli
singkong kepada para petani singkong dengan cara
menghitung jumlah pohon singkong. Pembeli dan pemilik
kebun sama-sama tidak mengetahui secara rinci jumlah
singkong ketika sudah dipanen. Jual beli seperti ini biasanya
dilakukan pada pemilik lahan yang tidak terlalu besar dan
sering diambil untuk keperluan pribadi, sehingga jumlah
Pohon singkong di lahan tersebut tidak penuh jadi ditawar
oleh pemborong dengan hitungan perpohon. Untuk
mengetahui jumlah hasil panen singkong yang diperjual

® Muhammad Syarif chaudhry, Fundamental of Islamic Economic System,
terj. Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana
Prenada Group 2012), 132.



belikan hanya menggunakan sistem taksiran dari kedua
belah pihak yaitu petani dan pemborong singkong.

Salah satu Desa yang menerapkan jual beli singkong
yang dihitung perpohon dengan melihat ukuran lahan
singkong tanpa timbangan yang jelas yaitu Desa Mekar
Mukti. Apabila singkong yang sudah dipanen tidak sesuai
harga yang dibayar oleh pembeli misalkan hasil panen berisi
banyak dan besar-besar maka akan menguntungkan
pembeli, tetapi jika hasil panen lebih sedikit dan berukuran
kecil maka pembeli akan merugi. Para petani singkong
terkadang mengalami kerugian dengan sistem jual beli
seperti ini. Dalam 700m? kebun singkong terdapat 600
batang pohon singkong yang seharusnya petani
mendapatkan  Rp.1200.0000 tetapi hanya dibayar
Rp.1000.000 oleh pemborong, karena pemborong dan petani
singkong sama-sama tidak mengetahui secara pasti hasil
panen. Ini terjadi karena petani singkong tidak mampu
menjual langsung hasil panen langsung ke pabrik maka
petani menjualnya kepada pemborong. Dalam transaksi ini
tindakan pemborong memudahkan petani singkong untuk
menjual singkong secara langsung dari lahan kebun, petani
tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan biaya panen
karena sudah ditanggung oleh pemborong.

Jual beli singkong dihitung perpohon di Desa Mekar
Mukti _menimbulkan beberapa hal menarik untuk dikaji
lebih detail. Sebagai contoh pembeli menentukan harga beli
singkong hanya melihat dari luas kebuh dan jumlah pohon
singkong tanpa memanennya terlebih dahulu. Sehingga hal
ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi jual
beli yang dilakukan dan dapat menimbulkan unsur gharar.
Gharar adalah segala bentuk transaksi yang sifatnya tidak
jelas dan spekulatif sehingga dapat merugikan salah satu
pihak yang bertransaksi. Undang-undang nomor 21 tahun
2008 tentang bank syariah mendefinisikan Gharar sebagai
transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui
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kebenarannya, tidak dimiliki, atau tidak dapat diserahkan
pada saat dilakuna transaksi.’

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis
tertarik untuk, menjawab, mengamati, mengkaji, dan
menganalisa secara lebih jauh dan mendalam mengenai
segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem jual beli
singkong yang dihitung perpohon yang dilakukan di Desa
Mekar Mukti dengan berdasarkan tinjauan hukum Islam.
Dengan menilai segala sesuatu dari sudut pandang atau
penulis, maka akan diteliti lagi lebih lanjut dalam skripsi
yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem
Jual Beli Singkong Dihitung Perpohon (Studi Kasus di Desa
Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung
Timur)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian
Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang
melebar serta agar menjadi terarah dan efektif, selain itu
juga untuk menghemat biaya, tenaga, waktu, dan pemikiran,
maka perlu adanya fokus penelitian yaitu pada pembahasan
1. Sistem jual beli singkong dihitung perpohon di Desa
Mekar Mukti Lampung Timur.
2. Tinjauan hukum Islam tentang sistem jual beli singkong
yang dihitung perpohon di Desa Mekar Mukti Lampung
Timur.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus
penelitian tersebut, maka perlu adanya rumusan masalah
secara singkat sebagai berikut.
1. Bagaimana sistem jual beli singkong dihitung perpohon
di desa Mekar Mukti Lampung Timur?

® Ardito bhnadi, Muamalah Syariyyah Hidup Barokah (Yogyakarta:
Depublish, 2018), 83



2.

Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem jual
beli singkong yang dihitung perpohon di Desa Mekar
Mukti Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk meneliti dan mengetahui sistem jual beli
singkong dihitung perpohon di Desa Mekar Mukti
Lampung Timur.

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem
jual beli singkong dihitung perpohon di Desa Mekar
Mukti Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat mempunyai

nilai tambah dan bermanfaat untuk penulis maupun
pembaca baik secara teoritis maupun praktis sebagai
berikut:

1.

2.

Secara teoritis
Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan

sebagai kontribusi ilmiah dalam rangka memperkaya

khazanah ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum

Islam dalam bidang muamalah khususnya di UIN

Raden Intan Lampung pada fakultas Syariah jurusan

Hukum Ekonomi syariah (HES)

Secara Praktis

a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan
mengembangkan  kemampuan dalam  bidang
penelitian, serta menambah wawasan dan
pengetahuan terhadap sistem jual beli singkong
yang dihitung perpohon.

b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan
pengetahuan dan penambahan perbendaharaan
perpustakaan.
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c. Bagi peneliti pada masa selanjutnya dapat dijadikan
sebagai sumber referensi pengetahuan yang baru
yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan
peneliitian berikutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka (prior reseacrh) digunakan untuk
membandingkan antara penelitian yang peneliti lakukan
dengan penelitian yang terdahulu, apakah ada kesamaan
atau perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian-
penelitian yang sebelumnya. Berikut ini adalah penilitian
terdahulu yang sudah penulis temukan.

Skripsi oleh Aos Galih Akoso dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Rafaksi
Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual
Beli di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten
Pati) Tahun 2017”. Dalam hasil penelitiannya jual beli
singkong di desa Tegalharjo pembeli memberlakukan
rafaksi secara sepihak. Menurut hukum Islam pengenaan
rafaksi terhadap jual beli singkong di desa Tegalharjo
tersebut jelas dilarang atau haram dikarenakan ‘dapat
merugikan petani. Seharusnya jual beli dilakukan dengan
saling rela untuk melepas haknya secara sukarela bukan
dengan paksaan sepihak, tidak juga mengandung unsur
gharar, harus jujur dan terbuka serta tidak mengandung
mahjul atau ketidakjelasan. Karena ada pengenaan rafaksi
secara sepihak oleh pembeli maka perlu adanya solusi untuk
mengatasinya, diantaranya petani dan pembeli memerlukan
sikap kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli,
hendaknya dijelaskan diawal akad mengenai bagaimana
sistem jual beli agar mendapat kesepakatan bersama antara
petani dan pembeli. Sehingga tidak akan terjadi pengenaan
secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli, juga perlu
adanya keterbukaan mengenai ukuran pengenaan rafaksi
supaya petani menerima dengan lapang dada tanpa ada rasa



kekecewaan.” Sedangkan dalam penelitian yang sedang saya
lakukan adalah fokus pada jual beli singkong yang dihitung
perpohon dalam tinjauan hukum Islam.

Skripsi oleh Erwan Bin Sangkala dengan judul
“Tradisi Praktik Mappalla (Borongan) dalam Jual Beli
Singkong di Desa Labata Kecamatan Tanete Rilau
Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam) Tahun 2017”.
Dalam penelitiannya mekanisme praktek mappalla
(borongan) dalam jual beli singkong terjadi ketika singkong
sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan
singkongnya kepada pembeli, kemudian penjual dan
pembeli mentaksir dengan cara mengitari kebun singkong
untuk menentukan harga singkong. Setelah terjadi
kesepakatan harga pembeli akan membayar setengah harga
terlebih dulu, kemudian melunasinya setelah masa panen.
Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam tradisi praktik
mappalla didesa Labata sudah sesuai dengan aturan-aturan
jual beli dalam Islam, karena praktik tersebut sudah
memenuhi syarat jual beli yang berlaku dalam Islam yang
tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. ®
Sedangkan dalam penelitian yang sedang saya lakukan
adalah fokus pada jual beli singkong yang dihitung
perpohon dalam tinjauan hukum Islam.

Skripsi oleh Nur’aini dengan judul “Mekanisme Jual
Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Figh Muamalah (Studi
Kasus di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin) tahun 2017”. Dalam penelitianya
jual beli kelapa sawit di desa Karang Manunggal singkong
dengan adanya unsur gharar dengan sistem pembayaran
tertunda (berhutang) pada prakteknya. Pada dasarnya dalam
melakukan transaksi jual beli hendaknya pembeli dan
penjual melakukan kesepakatan agar tidak saling merugikan

" Aos Galih Akoso, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Rafaksi
Secara Sepihak Oleh Pembeli” (Skripsi, UIN Walisongo, 2017), 151.

® Erwan Bin Sangkala, “Tradisi Praktik Mappalla (borongan) di Desa
Labata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)”
(Skripsi, UIN Alauddin, 2017), 75.
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dan terputusnya tali silaturahmi antara penjual dan pembeli.
Hasil dari penelitian ini bahwa praktek jual beli yang
dilakukan di desa Karang Manunggal menggunakan sistem
yang tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan dalam harga
antara kedua belah pihak. Kemudiandalam tinjauan figh
muamalah praktek jual beli di desa Karang Manunggal tidak
memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam syariat Islam.® Sedangkan dalam
penelitian yang sedang saya lakukan adalah fokus pada jual
beli singkong yang dihitung perpohon dalam tinjauan
hukum Islam.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang
dilakukan dengan cara bertahap yang dimulai dari
penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisa data
yang diperoleh, yang kemudian didapatkan suatu
pemahaman dan pengertian atas topik, gejala dan isu
tertentu.’® Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik
dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
maka penelitian ini perlu- menggunakan suatu metode
tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut.
1. Jenis penelitian
Penelitian lapangan (field research) adalah
penelitian yang dilakukan secara langsung untuk
memperoleh data dan informasi dari responden.
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan
sumber primer yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas dalam penelitian ini yang berhubungan dengan
proses pelaksanaan jual beli singkong dihitung
perpohon di desa Mekar Mukti Lampung Timur.

® Nur’aini, “Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Figh
Muamalah” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 63.

10 sysiadi, Metode Penelitian (Bandarlampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), 10
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam sifat deskriptif

normatif yaitu memiliki tujuan untuk melihat hukumnya
dalam tinjauan hukum Islam dengan data dari berbagai
media informasi kualitatif dengan sangat teliti dalam
pendeskripsiannya. Dalam penelitian ini membahas
tinjauan hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli
singkong yang dihitung perpohon.

3. Data dan Sumber Data

Data Primer

Sumber data perimer, yaitu data yang
diperoleh secara langsung dari subyek penelitian
sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini
disebut dengan data tangan pertama atau data yang
langsung yang berkaitan dengan obyek riset.! Yang
mendapat hasil wawancara secara langsung dari
responden, yaitu pemilik kebun singkong dan
pembeli singkong dengan sistem dihitung perpohon.
Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang
menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam
melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder
dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang
dapat memberikan data pendukung yaitu semua
buku, artikel, laporan penelitian atau karya ilmiah
maupun dari pihak lain yang mempunyai hubungan
relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

4. Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek
atau individu yang mempunyai karakteristik
tertentu, lengkap dan jelas, objek atau nilai yang
akan diteliti dalam populasi berupa orang,

11 sygioyono, Metode Penelitian Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta,
2008), 40.
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perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. *?
Adapun populasi dalam penelitian ini 12 orang
pemilik kebun dan 1 pemborong singkong di Desa
Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten
Lampung Timur.
b. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi atau
wakil populasi yang akan diteliti dalam suatu
penelitian.® Untuk menentukan jumlah sampel yang
berdasarkan Suharsimi Arikunto megambil jumlah
sampel penelitian sebanyak 13 orang, yaitu 12
pemilik lahan singkong dan 1 pemborong singkong
yang dihitung perpohon.
5. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research), metode pengeumpulan data
adalah langkah yang strategis untuk mendapatkan data.
Maka dari itu alat yang akan digunakan metode
pengumpulan data literature dengan cara menggunakan
metode, yaitu:
a. Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan
terhadap keadaan kegiatan objek atau peristiwa
yang akan diteliti. Artinya ialah melakukan
peninjauan di lokasi penelitian melalui proses
pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara
sistematis terhadap praktik jual beli singkong yang
dihitung perpohon.
b. Wawancara (Interview)
Wawancara salah satu proses pengumpulan
data penelitian yang dilakukan dengan cara tanya
jawab secara lisan yang berlangsung antara dua

12 gysiadi, Metode Penelitian (Bandarlampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), 95.

13 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
130
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orang atau lebih dengan langsung bertatap muka
dan mendengarkan langsung informasi-informasi
atau keterangan-keterangan yang di jelaskan oleh
para responden. Dalam penelitian ini penulis
mewawancarai sejumlah pemilik kebun singkong
dan pemilik lapak singkong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi  adalah  metode  yang
digunakan untuk mencari data informasi penelitian
dari benda tertulis seperti catatan, majalah,
dokumen, dan sebagainya.* Metode ini digunakan
untuk memperoleh data berupa foto atau dokumen
sebagai catatan tentang jumlah penduduk, letak
batas wilayah, dan batas wilayah serta data-data
lain yang berhubungan dengan masalah dalam
penelitian yang akan diteliti sebagai bukti fisik
penelitian.

6. Metode Pengolahan Data
Dari data-data yang telah terkumpul kemudian
diolah, dengan cara pemeriksaan data (editing),
penandaan data (sistematizing), dengan uraian sebagai
berikut :
a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pengoreksian data yang terkumpul apakah
sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai atau
relevan dengan masalah. Dalam hal ini setelah data
terkumpul kemudian dilanjutkan untuk diperiksa
ulang apakah sudah cukup lengkap, benar dan sudah
sesuai relevan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Penandaan data

Memberikan catatan atau tanda yang
menyatakan jenis sumber data (buku, literatur,
perundang-undangan atau dokumen). Pemegang hak
cipta (nama penulis, tahun terbitan); atau urutan

158

14 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
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rumusan masalah (masalah pertama tanda A dan
masalah kedua tanda B, dan seterusnya).
Rekontruksi data (recontrukting) adalah
penyusunan ulang data secara teratur, berurutan dan
logis sehingga mudah dipahami dan
diinterpretasikan.

c. Sistematika Data (sistematizing)

Melakukan pengecekan terhadap data dan
bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis,
terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data
yang  diperoleh.  Yang  bertujuan  untuk
menempatkan data sesuai kerangka sistematika
bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara
mengelompokan data yang telah selesai diedit dan
kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan
masalah.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan
menyusunsecara sistematika data yang diperoleh dari
hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,
dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting
untuk dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. *
Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk
menggali data yang dianalisis secara kualitatif. Setelah
semua terkumpul maka peneliti menganalisa semua data
dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu
dengan menggambarkan seluruh aspek penelitian yang
ada sehingga bisa mendapatkan gambaran praktik jual
beli singkong dihitung perpohon.

Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab pembahasan,

setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

15 sugiono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2011), 244.
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Bab yang pertama berisi tentang pendahuluan untuk
menggambarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini
terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus
dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian. Manfaat penelitian, kajian penelitian terlebih
dahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab yang kedua memuat pada permasalahan
tinjauan hukum Islam tentang jual beli singkong dihitung
perpohon, maka pada bab ini akan dijelaskan pengertian jual
beli, dasar hukum jual beli, syarat wajib dan sah jual
beli,pendapat para ulama, macam-macam jual beli, khiyar
dalam jual beli, jual beli yang dilarang oleh Islam.

Bab yang ketiga berisi tentang pelaksanaan jual beli
singkong dihitung perpohon di Desa Mekar Mukti
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan
sub bab pertama adalah gambaran umum lokasi penelitian
diantaranya Sejarah Desa Mekar Mukti, visi misi desa,
demografi desa, pendidikan desa, perekonomian desa,
pertanian desa, serta keagamaan desa, dan sub bab yang
kedua adalah pelaksanaan jual beli singkong dihitung
perpohon di Desa Mekar Mukti Kecamatan Kabupaten
Lampung Timur.

Bab yang keempat berisi analisis pelaksanaan jual
beli singkong dihitung perpohon yang terjadi di Desa Mekar
Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
baik dari segi akad pelaksaan jual beli singkong dihitung
perpohon maupun di tinjau dari hukum Islam antar penjual
dan pembeli.

Bab yang kelima berisi penutup guna mengakhiri
pembahasan, yang memuat kesimpulan dari pembahasan
yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan suatu saran
dan masukan.



BAB 11
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu akad atau perjanjian yang
sudah dilakukan oleh masyarakat secara umum sejak zaman
dahulu sampai sekarang. Maupun dari kalangan anak-anak,
orang dewasa sampai orang tua dalam kehidupan sehari-hari
tidak bisa meninggalkan jual beli untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Karena tidak semua orang memiliki
apa yang dibutuhkannya, sebab terkadang kebutuhan sehari-
hari berada di tangan orang lain. Oleh karena itulah para
ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehannya
jual beli. Jual beli secara bahasa berarti saling menukar. Jual
beli ( &4 ( artinya menjual, mengganti dan menukar
(sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata ! dalam bahasa
Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu
kata: «/_&ll) beli). Dengan demikian kata s\ berarti kata
‘jual’ dan sekaligus juga berarti ‘beli’."

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yang
dapat dibenarkanya yaitu ‘jual’ dan ‘beli’. Sebenarnya kata
‘jual’ dan ‘beli’ mempunyai arti yang satu sama lainnya
bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya
perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan
membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli
menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa,
yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka
dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari
ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli
terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan
pertukaran. Menurut pengertian syari’at, yang dimaksud
dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling

Y Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 Cet. |
(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 1996), 827.

15
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rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat
dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).”

Adapun pengertian jual beli menurut terminologi,
para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya,
antara lain secara istilah sebagaimana yang akan dijelaskan
dalam definisi-definisi berikut ini:

1. Pengertian jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah:
¥R g e Jul g ud s g
“Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta

menurut cara khusus .2

2. Pengertian jual beli menurut Malikiyah adalah:
0 52 Ny s 3 Jannglad A 538
“Jual beli adalah akad timbal balik atas selain manfaat
dan bukan pula untuk menikmati kesenangan ”.*

3. Pegertian jual beli menurut lbnu Qudamah dalam kitab
al-Mugni adalah:
&5 aus Jy Jud sk
“Pertukaran = harta dengan harta, untuk saling
menjadikan milik”.>
Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual
beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang)
yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan)
antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau
ketentuan yang dibenarkan oleh syara’. Yang dimaksud
dengan ketentuan syara’ adalah jual beli tersebut dilakukan
sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan
hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika
syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak

2 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika

2000), 128.

% Abdurrahman Al-jazairy, Khitabul Figih ‘Alal Madzahib al-Arba’ah Juz

11 (Beirut: Darul Kutub Al-l1imah 1990), 134.

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers 2010), 69.
% Rachmat Syafe’I, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka setia 2001), 73
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sesuai dengan kehendak syara’. ° Sehingga dapat

disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.

2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan
yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas
perdagangan.

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta
adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam
istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu
meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun yang
tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi
subjek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu
dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah
dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan
bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik
dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut
dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan.
Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan
di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat
pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya
uang rupiah atau mata uang lainnya.’

B. Dasar Hukum Jual Beli
Islam mengatur prilaku manusia dalam memenuhi
kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa
kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan
beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau
mencari kekayaan sebagai berikut :

® Qomarul Huda. Figh Mu’amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.
" Suhrawardi  Lubis K, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika
2000), 129.
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1. Al-Quran
a. AI-Baqarah/2 ayat 198
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“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki
hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu
telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah
di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan
menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya
kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu
benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”.®

b. Al-Bagarah/2 ayat 275
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® Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya,
(Jakarta: CV Naladana 2004), 39.
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“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.
orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang
itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya”.?

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl.
Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan
oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah
penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis,
tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang
menukarkan ~ mensyaratkan  demikian,  seperti
penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan
sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba
nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam
masyarakat Arab zaman jahiliyah, orang yang
mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang
kemasukan syaitan.
c. An-Nisaa/4 ayat 29

e 2 s =F, 838 2.

JeTb =iy S5al l5leab Y51 2ol
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® Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya,
(Jakarta: CV Naladana 2004), 58.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*®

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi
orang-orang Yyang beriman dari memakan harta
sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk
keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu
perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka.
Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat
antara produsen dan konsumen vyang dilakukan
dengan memasarkan barang. Dengan demikian,
terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan
memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan
ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling
mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan
manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja
keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja
diperoleh keuntungan atau kerugian. lIbnu Katsir
dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah  swt.
melarang hamba-hambaNya yang mukmin memakan
harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara- cara
mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar
syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa
dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak
seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Allah swit.
mengecualikan dari larangan ini pencarian harta
dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar
suka sama suka oleh kedua belah pihak yang
bersangkutan.™

% bid., 107.
1 |bnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy
Cet. | (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1998), 361.
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Makna kata 13K (memakan) dalam kata
tersebut adalah mengambil harta dengan cara
bagaimanapun. 5’53\}“5 (harta sesamamu) disandarkan
kepada semua orang, mengingat bahwa setiap orang
harus saling bahu membahu didalam menjamin hak
dan kemaslahatan bersama. dan kata A& R 15Kl
Jhldy (janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan cara yang bathil) menunjukkan bahwasannya
harta yang haram biasanya menjadi awal
persengketaan didalam transaksi antara orang yang
memakan dengan hartanya yang dimakan karena
masing-masing pihak ingin menarik harta itu menjadi
miliknya. Makna i 9'4\;3 &e 37a3 (perniagaan yang
berlaku suka sama suka) adalah janganlah kalian
melakukan praktek-praktek yang diharamkan dalam
memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui
perdagangan yang disyariatkan dengan pokok
penghalalannya adalah dengan saling meridhoi.
Karena jual beli yang dilakukan dengan cara paksa,
tidak sah walaupun ada bayaran dan penggantinya.
Bersumber dari uraian diatas dapat dipahami bahwa
Allah telah melarang orang-orang yang beriman
kepada-Nya untuk memakan harta yang bathil karena
perbuatan itu melanggar ketentuan syara’ dan dapat
merugikan orang lain. Kemudian Allah telah
menghalalkan perniagaan yang sesuai dengan
ketentuanketentuan syara’ yang dilandasi dengan
keridhoan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Hikmah dari pembolehan seperti ini adalah
anjuran supaya menyenangi perniagaan karena
manusia sangat membutuhkannya dan peringatan agar
menggunakan kepandaian dan kecerdikan didalam
memilih barang serta teliti didalam transaksi, demi
memelihara harta sehingga tidak sedikitpun
daripadanya keluar dengan kebatilan atau tanpa
manfaat. Demikian juga dikatakan oleh M. Quraish
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Shihab dalam tafsirnya mengenai ayat ini bahwa
kelemahan manusia tercermin antara lain pada
gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan
gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan tahta.
Melalui ayat ini, Allah swt. mengingatkan orang-
orang yang beriman untuk tidak memperoleh harta
yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan
jalan yang batil, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan
syariat, tetapi hendaknya memperoleh harta itu
dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan
yang tidak melanggar ketentuan agama.*?

Kata & merupakan masdar dari kata <=
artinya memiliki dan membeli karena masing-masing
dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk
mengambil dan memberikan sesuatu. Menurut
peneliti kata ini berbicara masalah tujuan dari suatu
kegiatan jual beli sehingga tidak mengatur masalah
tekhnis bagaimana jual beli dilaksanakan yang
substansinya bahwa terjadinya perjanjian tukar
menukar barang atau benda yang mempunyai nilai
secara ridha antara dua belah pihak sesuai dengan
ketentuan syariah dan disepakati. Zaman sebelumnya
jual beli berlangsung dengan cara barter yakni
menukar barang atau benda antara dua belah pihak,
sekarang - jual beli umumnya masyarakat menukar
barang dengan uang. Dahulu juga ketika belum
berkembang internet jual beli dengan surat menyurat
dibolehkan.

2. Al-Hadist
Al-Hadits adalah sumber kedua yang merupakan
pedoman dalam mengistibatkan suatu hukum. Dan hal ini
merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga
hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan

2\, Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian
Al-Qur’an Cet. VIII (Jakarta: Lentera Hati 2007), h. 497.
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perkembangan  zaman.  Adapun  hadits  yang
mengemukakan tentang jual beli antara lain:

Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai
berikut :

B o & Jeg B0 JEE L L Sk T e
sy a6 sy abeddl e i o

(o olyy) il
“Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah SAW.,
melarang melakukan jual beli yang belum ditunai, jual
beli yang buahnya belum matang (hijau), jual beli
dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan, dan
jual beli timbangannya tidak diketahui”. (HR. Bukhari
Nomor: 2207).2

Melihat fenomena sekarang ini, banyak para
pedagang muslim yang mengabaikan dan melalaikan
aspek muamalah menurut hadits-hadits tersebut di atas,
sehingga tidak peduli memakan barang yang haram atau
menjual belikan barangbarang dengan cara yang tidak
benar dan terlarang menurut syariat Islam. Sikap
semacam ini merupakan kekeliruan yang - harus
diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat
membedakan mana yang boleh dan tidak serta
menjauhkan diri dari segala yang syubhat apalagi haram.
Hal lain yang dapat dijadikan asar dalam jual beli adalah
risalah dari Rasulullah yang telah menggadaikan baju
besinya ketika membeli makanan dari seorang Yahudi,
sebagaimana hadits yang berbunyi : Hadits dari Al-
Baihagi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah
menyatakan:

13 |drus H. Alkaf, Terjemahan, Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari (Surabaya
: CV Karya Utama 2012), 154.
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“Telah berkata Al-Aswad, dari Aisyah r.a bahwasanya
Nabi Muhammad Saw telah membeli makanan dari

seorang Yahudi dengan tempo dan menggadaikan baju
besinya”. (HR.Bukhari).**

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat
dipahami bahwa jual beli sudah dilakukan sejak zaman
nabi, dan nabi sendiri telah melihat langsung dalam jual
beli tersebut. Dalam hal ini dengan tidak mengikuti
ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak
sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta
saling menjatuhkan usaha jual beli atau perdagangan
tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan
pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena
terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang
berhubungan dengan pihak penjual dan pembeli
mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang
ditentukan.

. [jma’

ljma’ berarti sepakat, setuju atau sependapat.
Sedangkan menurut istilah, yang dimaksudkan dengan
ijma’ ialah:

@
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“Kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi

Muhammad SAW setelah beliau wafat, pada suatu masa
tertentu tentang masalah tertentu” .

“Ibid., 156.
15 Suparta dan Djedjen Zainuddin, Figih (Semarang : PT Karya Toha

Putra 2004), 96.
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Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahid
diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya
Rasulullah SAW. atas hukum syar’i mengenai suatu
kejadian atau kasus.'® Agama Islam telah terdapat hak
yang melindungi untuk umat manusia dalam kepemilikan
harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk
masing-masing manusia dalam urusan memiliki harta
orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga
dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur vyaitu
kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan
yaitu penjual dan pembeli.

Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip
muamalah yaitu:*’

1. Prinsip kerelaan

2. Prinsip bermanfaat

3. Prinsip tolong menolong
4. Prinsip tidak terlarang.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat
dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti
ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak
sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta
saling menjatuhkan dan dalam usaha jual beli atau
perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli
barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat
dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu
bank yang berhubungan pada pihak penjual dan pembeli
mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang
ditentukan.

16 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (llmu Ushulul
Figh) (Jakarta : Rajawali Pers 1993), 64.

17 Muhammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam (Jakarta : Rajawali
Press 2007), 144.
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Pelaksanaan jual beli dapat dikatakan sah apabila telah
memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara’.
Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda
pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat
perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.
Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli
adalah ijab gabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli,
dan gabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha,
baik dengan ucapan maupun perbuatan.'® Menurut mereka,
yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan
(keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena
unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak
kelihatan, maka diperlukan indikator yang menujukkan
kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa
tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama
yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk
terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang
menunjukkan kerelaan atau persetujuaan kedua belah pihak
untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh
para ulama disebut shighat akad. Dalam shighat akad
disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan
akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara’. Cara
tersebuat adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang
menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk
saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai
dengan kebiasaan yang berlaku."® Akad adalah ikatan kata
antara penjual dan pembeli, menurut bahasa akad adalah:

18 Rachmat Syafe’l, Figh Muamalah (Bandung : CV Pustaka Setia 2001),

C. Rukun dan Syarat Jual Beli
memberikan barang dan harga barang.
yaitu:
1. Ada akad sighat (lafadz ijab dan gabul)
75.

1 Ahmad Wardi Muslih, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah 2010), 182.
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L350 (tali), atau dikatakan: o2 S35k (5 ki) (ikatan diantara
ujung-ujung sesuatu) (Madzkur, 1954, 355).

Menurut istilah fugaha, akad adalah hubungan
perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang
berakad dengan pihak lain menurut syara’ dan menghasilkan
akibat hukum pada yang diakadkannya. Dari pengertian
tersebut, maka yang dimaksud dengan akad adalah
kehendak kedua belah pihak untuk bersepakat melakukan
suatu tindakan hukum dan masing-masing pihak dibebani
untuk merealisasikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan
dalam akad.? Orang yang berakad adalah orang yang boleh
melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan
mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah
umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali seizin walinya.
Anak kecil dikecualikan dari kaidah di atas, dia boleh
melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti membeli
kembang gula. Menurut Jumhur Ulama, jual beli yang
menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi
kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan gabul.
Menurut Ulama Syafiiyah, jual beli barang-barang kecil pun
harus ijab dan qabul, tetapi menurut Imam Nawawi dan
Ulama Mutaakhirin Syafiiyah, boleh jual beli barang-barang
yang kecil dengan tidak ijab dan gabul seperti membeli
sebungkus rokok.?! Berdasarkan keterangan di atas telah
diketahui bahwa shighat dalam jual beli di antara kedua
belah pihak yang bertransaksi itu dinamakan ijab dan gabul.
Menurut Jumhur Ulama, pengertian ijab adalah pernyataan
yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan,
meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan gabul adalah
sebagai pernyataan yang timbul dari orang yang akan
menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.

2 Sjti Mujibatun, Pengantar Figh Muamalah (Ngaliyan Semarang:
Lembaga Study Sosial dan Agama 2012), 85-86.

2! Mardani, Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika 2013), 88-89.
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Dari pengertian ijab dan gabul yang dikemukakan
oleh Jumhur Ulama tersebut dapat dipahami bahwa
penentuan ijab dan gabul bukan dilihat dari siapa yang lebih
dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki
dan siapa dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual
beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang
akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian,
pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab,
meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan
yang dikeluarkan oleh pembeli adalah gabul, meskipun
dinyatakan pertama kali.??

2. Agid atau ada orang yang beragad atau al-muta“aqidain
(penjual dan pembeli)

Agid adalah seorang yang melakukan akad, yaitu
penjual dan pembeli. Atau pihak-pihak yang berakad adalah
orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki
kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu,
orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah
melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang
kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan
lain-lain. 2 Menurut: Jumhur Ulama apabila orang’ yang
berakad masih belum mumayyiz, maka akad jual beli
tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
Dan orang yang melakukan akad itu adalah orang yang
berbeda maksudnya bahwa seseorang tidak dapat bertindak
sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

3. Ada barang yang dibeli atau ma qud alaih

Untuk menjadi sah, jual beli harus ada ma’qud
alaih, yaitu adanya objek akad, adalah amwal atau jasa yang
dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. Dengan
adanya harta (uang) dan barang yang di jual.* Yang akan
dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada

22 Ahmad Wardi Muslih, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah 2010), 181.

2 Mardani, Figh Ekonomi Syariah Figh Muamalah (Jakarta:
Prenadamedia Group 2012), 72.

¢ Mohammad Nadzir, Figh Muamalah Klasik (Semarang: Karya Abadi
Jaya 2015), 43.
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pihak lain, baik harga atau barang yang berharga. Termasuk
didalam ma’qud alaih yaitu barang yang diperjual belikan
atau sesuatu yang dipergunakan untuk membayar. Objek
akad harus jelas dan dikenali. Suatu benda yang menjadi
objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh
»aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman
di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika
objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus
jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat
pada benda tersebut pun harus diberitahukan.?
4. Ada nilai tukar pengganti barang
Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah
nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang
adalah uang). Terkait masalah nilai tukar ini para ulama figh
membedakan ats-tsaman dengan as-sir. Menurut para ulama
tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah
masyarakat secara aktual, sedangkan as-sir adalah modal
barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum
terjual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu
ada, yaitu harga antara pedagang dan pedagang dengan
konsumen. Menurut ulama Hanafiah. Orang yang berakad,
barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke
dalam syarat-syarat jual beli. Bukan rukun jual beli.”®
Adapun pendapat jumhur ulama mengenai syarat
jual beli-adalah sebagai berikut:
1. Syarat orang yang berakad
Para Ulama Figh sepakat menyatakan bahwa
orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi
syarat:
a. Berakal
Jual beli yang dilakukan anak kecil yang
belum berakal, orang gila dan orang bodoh hukumnya

% Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum
Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005), 67.

% Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007),
115.
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tidak sah. Allah SWT., berfirman dalam QS. An-Nisa
ayat5:

Cs K8 S S el Tt R G

20 Byga Y3 0 1185 1 sSTh G 2a 33515
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang
yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang
ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah
sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada
mereka kata-kata yang baik”

Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut
ulama Hanafiyah, jika akad yang dilakukan membawa
keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.
Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi
dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang
lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka
tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Jumhur
ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan
akad jual beli harus baligh dan berakal.

Apabila orang yang berakad belum baligh,
jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari
walinya.”” Jadi orang yang melakukan akad jual beli
(penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat
yaitu baligh dan berakal.

. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu
yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.
Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli
barangnya sendiri. Jual beli seperti ini tidak sah.

116.

2" Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama 2013),
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2. Syarat yang terkait dengan ijab Kabul
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur
utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.

Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung.

ljab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak,
seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad
nikah. ? Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat
salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak
perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab
saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang
lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual

beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah

tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik
pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan
menjadi milik penjual.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab
dan kabul itu adalah sebagai berikut:*®

a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan
berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan
mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah
dikemukakan diatas;

b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual
mengatakan: Saya jual tas ini-seharga sepuluh ribu,
lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga
sepuluh ribu;

c. ljab dan kabul dilakukan dalam satu majlis.
Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad
jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli
beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli

2 Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3 (Cet. I;
Jakarta: PT. Ichtiar Baru VVan Hoeve 1996), 829.

2 Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam (Cet. I; Makassar:
Alauddin University Press 2012), 121.
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melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan
masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul,
maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak
sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak
harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam hal ini,
ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan
bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh
waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki
kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi’i dan
mazhab Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan
kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan
dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah. Pada
zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi
diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan
pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta
tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan
barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di super
market, mall, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam
fikih Islam disebut dengan bay’ al-mu’atah. Terdapat
perbedaan pendapat ulama fikih dalam perwujudan. ijab
dan kabul melalui tindakan seperti ini. Jumhur ulama
berpendapat bahwa jual beli seperti ini, hukumnya boleh,
apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu
masyarakat dalam suatu negeri, karena hal tersebut telah
ada unsur rida (suka sama suka) dari kedua belah pihak
sesuai dengan yang terkandung dalam QS. An-Nisa /4:
29. Perilaku mengambil barang dan membayar harga
barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan kabul
dan telah mengandung unsur kerelaan.

Menurut mazhab Syafi’i (kecuali Imam Nawawi
dan al-Bugawi) tetap mensyaratkan adanya ucapan yang
jelas atau paling tidak sindiran melalui kalimat ijab dan
kabul, karena itu dalam pandangan mereka bay’ al-
mu’atah tidak sah, baik transaksi itu dalam jumlah yang
besar maupun yang kecil. Alasan mereka adalah unsur
terpenting dari jual beli adalah unsur kerelaan, karena itu
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ia perlu dinyatakan lewat bentuk lisan atau kata-kata.*

Pandangan mazhab Syafi’i ini terlalu formalistik dan

sederhana. Dimana pandangan klasik ini mencerminkan

zamannya pada saat itu. Dalam era ilmu pengetahuan dan
teknologi modern dewasa ini, sepertinya akan mendapat
kesulitan untuk menerapkannya karena dengan
kecanggihan teknologi, suatu transaksi dapat dilakukan
tanpa berhubungan sama sekali dengan seseorang atau
tanpa adanya tawar-menawar, sebagaimana yang berlaku
dalam pasar-pasar swalayan. Menurut pengikut ulama
mazhab Syafi’i, seperti Imam Nawawi dan al- Bagawi
menyatakan bahwa jual beli al-mu’atah tersebut adalah

sah, jika sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di

daerah tertentu. Menurut sebagian ulama mazhab Syafi’i

lainnya, membedakan antara jual beli dengan transaksi
yang besar dan yang kecil. Apabila yang diperjualbelikan
itu dalam transaksi yang besar, maka jual beli al-mu’atah
ini tidak sah, tetapi apabila jual beli ini dilakukan dalam
transaksi yang kecil, maka jual beli ini hukumnya sah.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (Al-Mu gad alaih)

a. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual
beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan
sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah Saw telah
menjelaskan dalam sabdanya :

G 385 ) e U5k Sy e v s e
(Pl ol lyy) (U2l 2205 32l i o 55
“Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya ia mendengar
Rasulullah Saw. bersabda pada tahun penaklukkan
(mekkah) sedang ia di mekkah, sesungguhnya Allah
telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi

dan berhala”

% Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3 (Cet. I;
Jakarta: PT. Ichtiar Baru VVan Hoeve 1996), 830.

1 Maulana Muhammad Ali, Kitab Hadits Pegangan (Jakarta : Darul
Kutubil Islamiyah 2016), 247.
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Hadist tersebut merupakan dalil yang
menunjukan bahwasanya Allah telah melarang umat
muslim untuk melakukan jual beli arak, bangkai, dan
babi dikarenakan najis.

. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik

sendiri

Barang yang bukan milik atau kepunyaan
sendiri tidak sah diperjualbelikan, kecuali di
kuasakan. Barang yang diperjualbelikan adalah
barang milik orang yang melakukan akad dan jika si
penjual memberikan kuasa kepada orang lain untuk
menjual barang miliknya, maka hal itu diperbolehkan.

. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya.

Barang yang diperjualbelikan harus ada
manfaatnya, karena jika membeli barang yang tidak
ada manfaatnya maka harta yang dikeluarkan akan
menjadi sia-sia.** Barang yang dapat dimanfaatkan
tentu sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh
barang yang dijadikan sebagai objek jual beli
merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti
untuk dikonsumsi (beras, sayur-mayur dan lain-lain)
dinikmati~ keindahan seperti bunga, hiasan rumah,
dinikmati suaranya (radio, TV, dan lain-lain), serta
digunakan untuk membeli bahan bakar minyak untuk
kendaraan supaya lebih cepat dalam menempuh
perjalanannya. Yang dimaksud dengan barang yang
dapat dimanfaatkan adalah pemanfaatan suatu barang
tersebut sesuai dengan ketentuan hukum syara’ atau
pemanfaatan barang yang tidak bertentangan dengan
hukum syara'.*® Berdasarkan keterangan sebelumnya
bahwa pengharaman arak bangkai dan babi adalah
karena najisnya, akan tetapi pengharaman jual beli

32 Abdurrahman Jazir, F iqih Empat Mazhab, Mu‘“amalat II, Ahli Bahasa :

Khatibul Umam dan Abu Hurairah (Jakarta : Darul Ulum Press 2001), 32.

33 Syhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta :

Sinar Grafika 2012), 144.
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berhala adalah karena berhala itu tidak ada
manfaatnya dan tidak dibolehkan oleh syara'. Akan
tetapi, jika berhala itu dihancurkan atau dipecahkan
sehingga menjadi bongkahan-bongkahan batu dan
bila itu bermanfaat maka boleh diperjualbelikan. Dan
mayoritas ulama telah mengharamkan bangkai,
kecuali kulitnya. Dengan demikian memanfaatkan
barangbarang yang tidak dihalalkan oleh syara' maka
tidak diperbolehkan, dan apabila diperjualbelikan
maka hasil dari pemanfaatan barang tersebut adalah
haram.
d. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui
Barang yang akan diperjual belikan harus
dapat diketahui zat, bentuk, kadar, jenis, sifat dan
harganya sehingga tidak mengecoh. Jual beli seperti
ini tidak diperbolehkan, karena dalam hal ini yang
terjadi objek jual beli tidak jelas dan dapat
menimpulkan penipuan. Secara bahasa gharar adalah
“hal yang tidak dapat diketahui atau ada bahaya
tertentu”. Menurut istilah fiqih gharar diartikan
sebagai “hal yang tidak ketahuan satu perkara dalam
jual beli dan ketidak jelasan baik dan buruk dari segi
sifat ataupun ukuran dari objek transaksi.
Contohnya seperti jual beli binatang yang
masih dalam kandungan dan mutiara yang berada di
laut.** Berdasarkan pernyataan di atas maka barang
yang akan diperjual belikan haruslah jelas zat, bentuk,
kadar, ukuran, sifat bahkan harganya. Jual beli jizaf
adalah “menjual barang yang ditakar ditimbang atau
dihitung secara borongan tanpa ditakar dan dihitung
lagi.”
e. Barang yang diakadkan ada di tangan dan dapat
diserahkan saat akad berlangsung. * Tidak

% Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Figih Ekonomi Keuangan
Islam (Jakarta : Darul Haq 2004), 308.
% Wawan Djunaedi, Figih (Jakarta : PT. Lista Fariska Putra 2008), 98.
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diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat
diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan yang
masih berada di dalam laut, barang rampasan yang
masih ditangan yang merampasnya, ataupun barang
yang sedang dijaminkan. Dan barang yang diakadkan
harus dapat diserah terimakan secara cepat atau
lambat.

4. Syarat nilai tukar (harga barang) Unsur terpenting dalam
jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual.
Terkait dengan masalah tukar ini, ulama fikih
membedakan as-samn dengan as-si’r. Menurut ulama, as-
samn adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah
masyarakat secara aktual, sedangkan as-si’r adalah
modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang
sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga
barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga
antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).

Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang
adalah as-samn. Ulama fikih mengemukakan syarat as-
samn sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas
jumlahnya.

b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara
hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu
kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian
(berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (al-
mugayyadah), maka barang yang dijadikan nilai
tukar bukan barang yang diharamkan syara’, seperti
babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak
bernilai dalam syara’.

Disamping syarat yang berkaitan dengan
rukun jual beli diatas, ulama fikih mengemukakan
beberapa syarat lain juga sebagai berikut:*

% Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum lIslam (Cet. I; Makassar:
Alauddin University Press 2012), 127.
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Syarat sah jual beli Ulama fikih menyatakan
bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila
terpenuhi dua hal, yaitu:

a) Jual beli terhindar dari cacat, seperti
kriteria barang yang diperjualbelikan itu
tidak diketahui, baik jenis, Kkualitas,
kuantitas, jumlah harga tidak jelas,
mengandung unsur paksaan, unsur tipuan,
mudarat, serta adanya syarat-syarat lain
yang membuat jual beli itu rusak.

b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu
benda bergerak, maka barang itu bisa
langsung dikuasai pembeli dan harga
barang bisa dikuasai penjual dan adapun
barang yang tidak bergerak, bisa dikuasai
olen pembeli setelah surat-menyuratnya
diselesaikan sesuai dengan urf (kebiasaan)
setempat.

Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual
beli Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila
yang berakad -itu punya kekuasaan ‘untuk
melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik
sendiri (barang yang dijual itu bukan milik
orang lain atau hak orang lain terkiat dengan
barang tersebut). Akad jual beli tidak bisa
dilaksanakan apabila orang yang melakukan
akad tidak memiliki kekuasaan untuk secara
langsung melaksanakan akad.

Misalnya, seseorang bertindak
mewakili orang lain dalm jaul beli. Dalam hal
lain, pihak wakil harus mendapatkan
persetujuan  dahulu  dari orang yang
diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya
setuju, maka barulah hukum jaul beli itu bisa
diberlakukan. Jual beli seperti ini dalam fikih
disebut bay’ al-fuduli. Terdapat perbedaan



38

3)

pendapat dikalangan ulama fikih mengenai hal
ini. Ulama mazhab Hanafi membedakan antara
wakil dalam menjual barang dan wakil dalam
membeli barang. Menurut mereka, apabila
wakil itu ditunjuk untuk untuk menjual barang,
maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari
orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila
wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka
jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui
oleh orang yang diwakilinya.

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali,
jual beli oleh wakil pada al-bay’ alfuduli, baik
wakilnya itu ditunjuk hanya untuk membeli
suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual
suatu barang, baru dianggap sah apabila
terdapat izin dari orang yang diwakilinya.
Menurut mazhab Syafi’i dan az-Zahiri, al-bay’
al-fuduli tidak sah, sekalipun diizinkan oleh
orang yang mewakilkan itu. Alasan mereka
adalah sabda Rasulullah saw. yang artinya:
“tidak sah jual beli, kecuali sesuatuyang
dimiliki seseorang.” (HR. at-Tirmidzi dan Abu
Dawud).

Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum
akad jual beli Para ulama fikih sepakat
menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat
mengikat apabila jual beli baru bersifat
mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari
segala macam khiyar (hak pilih untuk
meneruskan atau membatalkan jual beli).
Apabila jual beli itu masih mempunyai hak
khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan
masih bisa dibatalkan. Apabila syarat itu
terpenuhi secara hukum, maka jual beli itu

" Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 (Cet. I;

Jakarta: PT. Ichtiar Baru VVan Hoeve 1996), 831.
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dianggap sah sah dan mengikat. Karena itu
pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi
membatalkan jual beli tersebut.

D. Macam-macam Jual Beli
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau
dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli
yang sah menurut syara’ dan jual beli yang batal menurut
syara’, serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi
pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan
objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam

Taqgiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk,

yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang

disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda
yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan).*®

Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau
objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat :

1. Jual beli Salam (pesanan) Jual beli salam adalah jual beli
melalui pesanan, vyakni jual beli dengan cara
menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian
barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli Mugoyadhah (barter) Jual beli mugoyadhah
adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan
barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli Muthlag Jual beli muthlag adalah jual beli
barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat
tukar, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar Jual beli alat
penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang
biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti
uang perak dengan uang emas.*

% Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta : Raja Grafindo Persada
2010), 67

* Dimyauddin Djuwaini, Figih Muamalah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar
2008), 102.
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Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula
menjadi empat bagian, yaitu :

1. Jual beli yang menguntungkan (al-Murabahah)

2. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual
barang dengan harga aslinya (at-Tauliyah)

3. Jual beli (al-Khasarah)

4. Jual beli Musawah yaitu penjual menyembunyikan harga
aslinya, tapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual
beli seperti inilah yang berkembang saat ini. Karena itu,
maka diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat
manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat
manusia,memenuhi kebutuhannya, dan menyempurnakan
nikmat yang diperoleh.* Namun tidak semua jual beli
dibenarkan oleh agama atau syara', seperti halnya jual
beli barang najis, macam-macam jual beli tersebut adalah
jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.

Adapula macam-macam jual beli yang dilarang oleh
agama namun sah hukumnya dan orang yang melakukannya
mendapatkan dosa, jual beli yang dimaksud yaitu jual beli
sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke
pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang
semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran,
kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang
beralokasi di daerah perbatasan antara kota dan
kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui
harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

2. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain,
seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya
itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih
mahal”.

3. Jual beli dengan Najasyi, yaitu perbuaan seseorang yang
berpura-pura menawar atau melebihi dari harga yang

0 Syeh Abdurrahman As-Sa“di, Fikih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis
Syari’ah (Jakarta : Senayan Publishing 2008), 260.
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sesungguhnya yang bertujuan agar orang lain senantiasa
mau membeli barang dagangan milik temannya.

. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya

seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada
penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga
yang lebih murah dari itu.

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau

tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu :
1. Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi
rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan
milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi,
maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah
pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang,
seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang
itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat,
dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan
barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar

. Jual beli yang bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh
rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya
dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil.
Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak,
orang gila, atau barang-barang yanng dijual itu barang-
barang yang diharamkan syara’ (bangkai, darah, babi,
dan khamr).**

. Jual Beli yang Fasid

Jual beli yang fasid adalah akad jual beli yang
secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat
akad tersebut. Seperti jual beli majhul (barang tidak
dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan
perselisihan, menjual rumah tapa menentukan rumah
mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.

138.

1 Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama 2013),
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Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui
adanya pemindahan kepemilikan.

E. Jual Beli yang dilarang oleh Islam

Syariat Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya

hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang
menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang
dan rusak (fasid).** Jual beli yang dilarang dan batal
hukumnya. Adapun hal yang dilarang dalam jual beli
adalah:

1. Barang yang dikemukakan najis oleh agama, seperti

anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr. Akan tetapi,
mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena
najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan,
seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama
Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak
untuk  dimakan, sedangkan ulama  Malikiyah
membolehkannya setelah dibersihkan. Jual beli benda-
benda najis seperti khamar, bangkai, dan darah, karena
semuanya itu dalam pandangan Islam adalah
barangbarang najis, dan tidak mengandung makna harta.

. Jual beli mulamasah Adalah jual beli yang berlaku antara

dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian
pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau
siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah
yang dijual. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram.
Dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi dari
Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari yang
mengatakan:

alisdh o ol 5 ol o ol iz a5 108

(o sty Eally ol acsdidl sl

2 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Figh Muamalah

dalam Pandangan 4 Madzab (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif 2014), 34.
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“Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah SAW. melarang jual
beli dengan cara muhagalah, mukhadharah (menjual
biji-bijian atau buah-buahan yang belum masak yang
belum tentu bisa dimakan), mulamasah (menjual satu
barang dengan cara hanya diraba), munabadzah
(menjual barang dengan saling melempar, misalnya:
lemparkan barangmu kepadaku dan aku akan
melemparkan barangku kepadamu) dan muzabanah.”
(HR. Bukhari Nomor: 2207)*

3. Jual beli munabadzah Adalah jual beli yang masing-
masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke
pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari
objek yang dijadikan sasaran jual beli itu.**

4. Jual beli memakai syarat Menurut ulama Hanafiyah, sah
jika syarat tersebut baik seperti “saya akan membeli baju
ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu
pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika
bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkan jika
syarat maslahat bagi salah satu pihak yang
melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama
Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi
salah satu akad. Jual beli dengan syarat juga hampir sama
dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini
dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku
jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat
kamu mau menjual mobilmu padaku.”

5. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada
kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan
yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang
atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek
penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah Saw
bersabda:

3 lbnu Hajar Asgalani, Bulughul Maram diterjemahkan oleh Achmad
Sunarto, (Jakarta : Pustaka Amani, 1996), 303.
4 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 1 (Jakarta : Kencana 2009), 205.
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“.....Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena
jual beli seperti ini termasuk gharar, alias nipu”.
(Riwayat Ahmad).*

Jual beli yang semuanya mengandung gharar
(tipuan), maka ada transaksi gharar yang barangnya
(objek akadnya) tidak ada, sedangkan nilainya ada yaitu
dalam kehidupan sehari-hari disebut jual beli fiktif.
Umpamanya: seseorang memesan peralatan kantor
dengan harga sekian juta. Harganya sudah dibayar, tetapi
barangnya memang tidak ada. Bentuk transaksi semacam
ini, tentu ada unsur kesengajaan dari kedua belah
pihak.Perbuatan semacam ini termasuk salah satu
tindakan korupsi. Penipuan semacam ini berdampak
kepada kerugian instansi (kantor) yang dipergunakan
sebagai alat untuk mendapatkan uang. Termasuk ke
dalam transaksi gharar adalah menyangkut kualitas
barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang
berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya
kualitasnya berbeda. Hal ini mungkin diketahui kedua
belah pihak (ada kerja sama) atau hanya sepihak saja
(pihak pertama).

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-
samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat
merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun
pembeli. Yang dimaksut samar-samar adalah tidak jelas,
baik  barangnya, harganya, kadarnya, masa
pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.
Gharar jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan
terjadi penipuan. *® Sebagaimna sabda Rasulullah saw
dalam sebuah hadis:

5 Imam Ibnu Hajar Al-Aghsalany, Bulughul Maram diterjemahkan oleh

Achmad Sunarto (Jakarta : Pustaka Amani, 1996), 310.

6 Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
2011), 81.
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“Rasulullah saw. Melarang jual-beli yang mengandung
penipuan”’ (HR. Jamaah Ahli Hadis, selain Bukhari)."’

Karena ini termasuk jual beli, maka tidak sah
kalau tidak diketahui ukuran barang yang di jual. Hal itu
karena tidak adanya pengukuran dengan takaran atau
timbangan bisa menyebabkan adanya penambahan dan
pengurangan. Dan sesuatu yang bisa menyebabkan
keharaman maka wajib dijauhi, yaitu dengan menakar
barang yang bisa ditakar dan menimbang barang yang
bisa ditimbang pada masing-masing barang yang
dipertukarkan. Sebagaimana hadis Nabi berikut jual beli
yang tidak diketahui ukurannya (timbangannya)

oy e B o 0 0325 81106 g A i ) 2
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“Dari Ibnu Umar r.a. la berkata, bahwa Rasulullah saw
bersabda, “barang siapa membeli makanan, maka
janganlah ia menjualnya sebelum ia mengetahui
takarannya (timbangannya)’”’ HR. Muslim.*®

Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan
(dhabit) gharar berat itu adalah gharar yang sering
terjadi pada akad, hingga menjadi sifat akad tersebut.
Atau singkatnya, gharar berat adalah gharar yang bisa
dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara
pelaku akad. Gharar jenis ini berbeda-beda, sesuai

4 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Sistem Transaksi Dalam Islam
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), 141.

* Mardani, Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika 2013), 99.
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dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu standar
gharar ini dikembalikan pada ‘urf (tradisi). Jika tradisi
pasar mengategorikan gharar tersebut adalah gharar
berat, maka gharar itu juga berat menurut syariah.
Menurut ‘urf (tradisi) gharar ini bisa menyebabkan
perelisihan antara pelaku akad, oleh karena itu gharar
jenis ini mengakibatkan akad menjadi fasid (tidak sah).*®

4 Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan
KaidahKaidah Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), 82.
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